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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kasus HIV dan AIDS di kalangan masyarakat,
khususnya  perempuan wusia produktif, cenderung
meningkat sehingga menjadi ancaman potensial terhadap
kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat berdampak
luas dan negatif bagi ketahanan bangsa;

bahwa pelayanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke
Anak (Prevention of Mother to Child HIV Transmission)
merupakan salah satu upaya penanggulangan HIV dan
AIDS yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu
dan anak pada fasilitas pelayanan kesehatan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Nomor 9/KEP/1994 tentang Strategi Nasional
Penanggulangan AIDS di Indonesia;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1507 /Menkes/SK/X /2005 tentang Konseling dan Testing
HIV/AIDS Secara Sukarela (Voluntary Counselling and
Testing);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 585);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak merupakan acuan bagi
tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi, dan pemangku
kepentingan terkait Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak.

Pasal 2

(1) Penularan HIV dari Ibu ke Anak dapat terjadi selama masa kehamilan,
saat persalinan dan saat menyusui.

(2) Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui 4 (empat) prong/kegiatan, sebagai
berikut :

a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;

b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV
positif;

c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang
dikandung; dan

d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu
HIV positif beserta anak dan keluarganya.

Pasal 3

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas
kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 038 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu
ke Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

—4-

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 978
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN PENULARAN
HIV DARI IBU KE ANAK

PEDOMAN PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah perempuan yang terinfeksi HIV dari tahun ke tahun semakin
meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah laki-laki yang melakukan
hubungan seksual tidak aman, yang selanjutnya akan menularkan pada
pasangan seksualnya.

Infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu serta ibu
dapat menularkan virus kepada bayinya. Lebih dari 90% kasus anak
terinfeksi HIV, ditularkan melalui proses penularan dari ibu ke anak atau
Mother To Child Hiv Transmission (MTCT). Virus HIV dapat ditularkan dari
ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya selama kehamilan, saat persalinan
dan saat menyusui.

Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) telah terbukti
sebagai intervensi yang sangat efektif untuk mencegah penularan HIV dari
ibu ke anak. Di negara maju risiko anak tertular HIV dari ibu dapat ditekan
hingga kurang dari 2% karena tersedianya intervensi PPIA dengan layanan
optimal. Namun di negara berkembang atau negara miskin, dengan
minimnya akses intervensi, risiko penularan masih berkisar antara 20%
dan 50%.

Salah satu alasan meningkatnya cakupan tes HIV dan terapi ARV pada ibu
hamil adalah meningkatnya tes HIV dan konseling atas inisiasi petugas (Tes
HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling,
TIPK/ Prevention of Mother to Child HIV Transmission, PITC) di layanan
antenatal dan persalinan, dan layanan kesehatan lainnya.

Di Indonesia, infeksi HIV merupakan salah satu masalah kesehatan utama
dan salah satu penyakit menular yang dapat mempengaruhi kematian ibu
dan anak. Human Immunodeficiency Virus (HIV) telah ada di Indonesia sejak
kasus pertama ditemukan tahun 1987. Sampai tahun 2012 kasus HIV dan
AIDS telah dilaporkan oleh 341 dari 497 kabupaten/kota di 33 provinsi.
Kementerian Kesehatan memperkirakan, pada tahun 2016 Indonesia akan
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mempunyai hampir dua kali jumlah orang yang hidup dengan HIV dan
AIDS dewasa dan anak (812.798 orang) dibandingkan pada tahun 2008
(411.543 orang), bila upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang
dilaksanakan tidak adekuat sampai kurun waktu tersebut (Laporan
Pemodelan Matematika epidemi HIV di Indonesia, Kemkes, 2012).
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Sumber: HIV/AIDS SEAR Report, WHO, 2011

Estimasi jumlah infeksi baru HIV (x1000)

Gambar 1. Estimasi jumlah infeksi baru HIV di negara wilayah Asia
Tenggara dan Selatan 1990-2009

Data Kementerian Kesehatan (2011) menunjukkan dari 21.103 ibu hamil
yang menjalani tes HIV, 534 (2,5%) di antaranya positif terinfeksi HIV. Hasil
Pemodelan Matematika Epidemi HIV Kementerian Kesehatan tahun 2012
menunjukkan prevalensi HIV pada populasi usia 15-49 tahun dan
prevalensi HIV pada ibu hamil di Indonesia diperkirakan akan meningkat.
Jumlah kasus HIV dan AIDS diperkirakan akan meningkat dari 591.823
(2012) menjadi 785.821 (2016), dengan jumlah infeksi baru HIV yang
meningkat dari 71.879 (2012) menjadi 90.915 (2016). Sementara itu,
jumlah kematian terkait AIDS pada populasi 15-49 tahun akan meningkat
hampir dua kali lipat di tahun 2016.

Penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya juga cenderung
meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan HIV positif
yang tertular baik dari pasangan maupun akibat perilaku yang berisiko.
Meskipun angka prevalensi dan penularan HIV dari ibu ke bayi masih
terbatas, jumlah ibu hamil yang terinfeksi HIV cenderung meningkat.
Prevalensi HIV pada ibu hamil diproyeksikan meningkat dari 0,38% (2012)
menjadi 0,49% (2016), dan jumlah ibu hamil HIV positif yang memerlukan
layanan PPIA juga akan meningkat dari 13.189 orang pada tahun 2012
menjadi 16.191 orang pada tahun 2016 (Gambar 2). Demikian pula jumlah
anak berusia di bawah 15 tahun yang tertular HIV dari ibunya pada saat
dilahirkan ataupun saat menyusui akan meningkat dari 4.361 (2012)
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menjadi 5.565 (2016), yang berarti terjadi peningkatan angka kematian
anak akibat AIDS.
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Gambar 2. Estimasi dan proyeksi jumlah ibu hamil yang membutuh-
kan Layanan PPIA di Indonesia tahun 2012-2016

Laporan Kasus HIV dan AIDS Kementerian Kesehatan RI tahun 2011
menunjukkan cara penularan tertinggi terjadi akibat hubungan seksual
beresiko, diikuti penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun;
dengan jumlah pengidap AIDS terbanyak pada kategori pekerjaan ibu
rumah tangga. Hal ini juga terlihat dari proporsi jumlah kasus HIV pada
perempuan meningkat dari 34% (2008) menjadi 44% (2011), selain itu juga
terdapat peningkatan HIV dan AIDS yang ditularkan dari ibu HIV positif ke
bayinya. Jumlah kasus HIV pada anak 0-4 tahun meningkat dari 1,8%
(2010) menjadi 2,6% (2011)

Upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak telah dilaksanakan di
Indonesia sejak tahun 2004, khususnya di daerah dengan tingkat epidemi
HIV tinggi. Namun, hingga akhir tahun 2011 baru terdapat 94 layanan PPIA
(Kemkes, 2011), yang baru menjangkau sekitar 7% dari perkiraan jumlah
ibu yang memerlukan layanan PPIA. Program PPIA juga telah dilaksanakan
oleh beberapa lembaga masyarakat khususnya untuk penjangkauan dan
perluasan akses layanan bagi masyarakat. Agar penularan HIV dari ibu ke
anak dapat dikendalikan, diperlukan peningkatan akses program dan
pelayanan PPIA yang diintegrasikan ke dalam kegiatan pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), serta kesehatan
remaja di setiap jenjang fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.
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Layanan PPIA terintegrasi merupakan juga bagian dari Layanan
Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV dan AIDS.

Mencegah dan mengobati Infeksi Menular Seksual (IMS) dapat mengurangi
risiko penularan HIV melalui hubungan seks. Adanya Infeksi Menular
Seksual (IMS) dalam bentuk ulserasi ataupun inflamasi akan meningkatkan
risiko masuknya infeksi HIV saat melakukan hubungan seks tanpa
pelindung antara seorang yang sudah menderita IMS dengan pasangannya
yang belum tertular. Gejala IMS pada wanita merupakan tanda untuk
menawarkan tes HIV pada klien.

Penyakit sifilis masih menjadi masalah kesehatan dunia dengan perkiraan
12 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Pada orang yang menderita sifilis,
risiko HIV meningkat 2-3 kali lipat. Data WHO (2003), termasuk hasil
serosurvei di Indonesia, menunjukkan 0,8% dari 395 ibu hamil yang
diperiksa terinfeksi sifilis.

Pencegahan penularan HIV, penyakit IMS dan sifilis dari ibu ke bayi
mempunyai kelompok sasaran dan penyedia layanan yang sama, yaitu
perempuan usia reproduksi, ibu hamil dan layanan KIA/KB, kesehatan
reproduksi dan kesehatan remaja. Untuk itu upaya pencegahan penularan
HIV dan sifilis serta penyakit IMS lainnya dari ibu ke anak akan
dilaksanakan secara terintegrasi di layanan KIA, KB, kesehatan reproduksi
dan remaja secara terpadu di pelayanan dasar dan rujukan.

. Kebijakan dan Strategi Implementasi Kegiatan PPIA Komprehensif

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) atau Prevention of
Mother-to Child Transmission (PMTCT) merupakan bagian dari upaya
penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia serta Program Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA). Layanan PPIA diintegrasikan dengan paket layanan KIA,
KB, kesehatan reproduksi, dan kesehatan remaja di setiap jenjang
pelayanan kesehatan dalam strategi Layanan Komprehensif
Berkesinambungan (LKB) HIV dan AIDS.

Kebijakan Program Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS untuk
mencegah penularan HIV dari ibu ke anak meliputi:

1. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak dilaksanakan oleh seluruh
fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta sebagai
bagian dari LKB dan menitikberatkan pada upaya promotif dan
preventif.

2. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak diprioritaskan pada daerah
dengan epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, sedangkan upaya
pencegahan IMS dapat dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan tanpa melihat tingkat epidemi HIV.
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Memaksimalkan kesempatan tes HIV dan IMS bagi perempuan usia
reproduksi (seksual aktif), ibu hamil dan pasangannya dengan
penyediaan tes diagnosis cepat HIV dan IMS; memperkuat jejaring
rujukan layanan HIV dan IMS (termasuk akses pengobatan ARV); dan
pengintegrasian kegiatan PPIA ke layanan KIA, KB, kesehatan
reproduksi, dan kesehatan remaja.

. Pendekatan intervensi struktural, dengan melibatkan masyarakat dan

pemangku kepentingan dalam bentuk advokasi sektor terkait untuk
peningkatan kapasitas dan pengembangan kebijakan yang mendukung
pelaksanaan program.

. Peran aktif berbagai pihak termasuk mobilisasi masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengembangan upaya
PPIA.

Pengembangan strategi implementasi PPIA merupakan bagian dari tujuan
utama penanggulangan HIV dan AIDS, yaitu untuk menurunkan kasus HIV
serendah mungkin dengan menurunnya jumlah infeksi HIV baru,
mengurangi stigma dan diskriminasi, serta menurunnya kematian akibat
AIDS (Getting to Zero). Pelaksanaan PPIA perlu memperhatikan hal-hal
berikut:

1.

4.

Semua perempuan yang datang ke pelayanan KIA, KB, kesehatan
reproduksi, dan kesehatan remaja bisa mendapatkan informasi terkait
reproduksi sehat, penyakit IMS/HIV, dan Pencegahan Penularan HIV
dari Ibu ke Anak selama masa kehamilan dan menyusui.

Tes HIV, skrining IMS dan tes sifilis merupakan pemeriksaan yang
wajib ditawarkan kepada semua ibu hamil pada daerah epidemi HIV
meluas dan terkonsentrasi yang datang ke layanan KIA/KB. Di layanan
KIA tes HIV, skrining IMS dan tes sifilis ditawarkan sebagai bagian dari
paket perawatan antenatal terpadu, mulai kunjungan antenatal
pertama hingga menjelang persalinan. Apabila ibu menolak untuk dites
HIV, petugas dapat melaksanakan konseling pra-tes HIV atau merujuk
ke layanan konseling dan testing sukarela.

Konseling pasca tes bagi ibu yang hasil tesnya positif sedapatnya
dilaksanakan bersamaan (couple conselling), termasuk pemberian
kondom sebagai alat pencegahan penularan IMS dan HIV di fasilitas
pelayanan kesehatan.

Perlu partisipasi laki-laki dalam mendukung keberhasilan PPIA.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, kebijakan PPIA terintegrasi
dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang komprehensif meliputi:

1.

Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak
(PPIA) diintegrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Keluarga Berencana (KB), dan konseling remaja di setiap jenjang
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pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap, dengan
melibatkan peran swasta serta LSM.

Pelaksanaan kegiatan PPIA terintegrasi dalam pelayanan KIA
merupakan bagian dari Program Nasional Penanggulangan HIV dan
AIDS.

Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA, KB, dan kesehatan
remaja harus mendapat informasi mengenai PPIA.

Pada daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan
di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada
semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin
saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.

Pada daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga
kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB secara
inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan
antenatal atau menjelang persalinan.

Untuk daerah yang belum mempunyai tenaga kesehatan yang mampu
atau berwenang, pelayanan PPIA dapat dilakukan dengan cara
merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan HIV yang memadai;

Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan
mendapatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan lebih
lanjut (PDP).

Kepala Dinas Kesehatan merencanakan ketersediaan logistik (obat dan
pemeriksaan tes HIV) berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Kemenkes.

Pelaksanaan pertolongan persalinan baik secara per vaginam atau per
abdominam harus memperhatikan indikasi obstetrik ibu dan bayinya
serta harus menerapkan kewaspadaan standar.

Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik untuk bayi
adalah pemberian ASI secara ekslusif selama 0-6 bulan, maka ibu
dengan HIV perlu mendapat konseling laktasi dengan baik sejak
perawatan antenatal pertama. Namun apabila ibu memilih lain
(pengganti ASI) maka, ibu, pasangan, dan keluarganya perlu mendapat
konseling makanan bayi yang memenuhi persyaratan teknis.

C. Tujuan Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak

Buku ini disusun sebagai Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV
dari Ibu ke Anak untuk:

Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan Pencegahan Penularan
HIV dari Ibu ke Anak;

Mengembangkan kapasitas sumber daya dan tenaga pelaksana di pusat
dan daerah;
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e Sebagai sarana untuk memobilisasi dan meningkatkan komitmen dari
berbagai pihak dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif
untuk pelaksanaan PPIA.

D. Sasaran

Buku pedoman ini ditujukan untuk semua pihak yang berkepentingan
dalam upaya pengembangan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak
di Indonesia, termasuk:

e Tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter spesialis, bidan, perawat dan
tenaga terkait lainnya yang bertugas di layanan kesehatan dasar dan
rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.

e Pengelola program dan petugas pencatatan-pelaporan di layanan dasar
dan rujukan, terutama layanan HIV dan AIDS, layanan KIA, KB,
kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, baik di fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

e Pemangku kepentingan (stakeholder) baik Pemerintah maupun Non
Pemerintah, yang terkait dengan penyediaan layanan HIV dan AIDS.

e Kelompok profesi dan kelompok seminat bidang kesehatan terkait
layanan kesehatan bagi ODHA, layanan KIA, KB, kesehatan reproduksi,
kesehatan remaja, IMS, dan layanan lainnya.
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PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK

A. Informasi Dasar HIV

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyebabkan
penyakit AIDS yang termasuk kelompok retrovirus. Seseorang yang
terinfeksi HIV, akan mengalami infeksi seumur hidup. Kebanyakan orang
dengan HIV/AIDS (ODHA) tetap asimtomatik (tanpa tanda dan gejala dari
suatu penyakit) untuk jangka waktu lama. Meski demikian, sebetulnya
mereka telah dapat menulari orang lain.

AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome.
“Acquired” artinya tidak diturunkan, tetapi didapat; “Immune” adalah sistem
daya tangkal atau kekebalan tubuh terhadap penyakit; “Deficiency” artinya
tidak cukup atau kurang; dan “Syndrome” adalah kumpulan tanda dan
gejala penyakit. AIDS adalah bentuk lanjut dari infeksi HIV, yang
merupakan kumpulan gejala menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi
HIV berjalan sangat progresif merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga
penderita tidak dapat menahan serangan infeksi jamur, bakteri atau virus.
Kebanyakan orang dengan HIV akan meninggal dalam beberapa tahun
setelah tanda pertama AIDS muncul bila tidak ada pelayanan dan terapi
yang diberikan.

B. Perjalanan Infeksi HIV

Sesudah HIV memasuki tubuh seseorang, maka tubuh akan terinfeksi dan
virus mulai mereplikasi diri dalam sel orang tersebut (terutama sel limfosit
T CD4 dan makrofag). Virus HIV akan mempengaruhi sistem kekebalan
tubuh dengan menghasilkan antibodi untuk HIV. Masa antara masuknya
infeksi dan terbentuknya antibodi yang dapat dideteksi melalui
pemeriksaan laboratorium adalah selama 2-12 minggu dan disebut masa
jendela (window period). Selama masa jendela, pasien sangat infeksius,
mudah menularkan kepada orang lain, meski hasil pemeriksaan
laboratoriumnya masih negatif. Hampir 30-50% orang mengalami masa
infeksi akut pada masa infeksius ini, di mana gejala dan tanda yang
biasanya timbul adalah: demam, pembesaran kelenjar getah bening,
keringat malam, ruam kulit, sakit kepala dan batuk.

Orang yang terinfeksi HIV dapat tetap tanpa gejala dan tanda (asimtomatik)
untuk jangka waktu cukup panjang bahkan sampai 10 tahun atau lebih.
Namun orang tersebut dapat menularkan infeksinya kepada orang lain.
Kita hanya dapat mengetahui bahwa orang tersebut terinfeksi HIV dari
pemeriksaan laboratorium antibodi HIV serum. Sesudah jangka waktu
tertentu, yang bervariasi dari orang ke orang, virus memperbanyak diri
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secara cepat dan diikuti dengan perusakan sel limfosit T CD4 dan sel
kekebalan lainnya sehingga terjadilah gejala berkurangnya daya tahan
tubuh yang progresif. Progresivitas tergantung pada beberapa faktor
seperti: usia kurang dari 5 tahun atau di atas 40 tahun, infeksi lainnya,
dan faktor genetik.

Infeksi, penyakit, dan keganasan dapat terjadi pada individu yang terinfeksi
HIV. Penyakit yang berkaitan dengan menurunnya daya tahan tubuh pada
orang yang terinfeksi HIV, misalnya infeksi tuberkulosis (TB), herpes zoster
(HSV), oral hairy cell leukoplakia (OHL), oral candidiasis (OC), papular
pruritic eruption (PPE), Pneumocystis carinii pneumonia (PCP), cryptococcal
meningitis (CM), retinitis Cytomegalovirus(CMV), dan Mycobacterium avium
(MAC).

Fig. Natural course of HIV infection and common diseases
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. Cara Penularan HIV

Human immunodeficiency virus (HIV) dapat masuk ke tubuh melalui tiga
cara, yaitu melalui (1) hubungan seksual, (2) penggunaan jarum yang tidak
steril atau terkontaminasi HIV, dan (3) penularan HIV dari ibu yang
terinfeksi HIV ke janin dalam kandungannya, yang dikenal sebagai
Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).

1. Hubungan seksual

Penularan melalui hubungan seksual adalah cara yang paling dominan
dari semua cara penularan. Penularan melalui hubungan seksual dapat
terjadi selama sanggama laki-laki dengan perempuan atau laki-laki
dengan laki-laki. Sanggama berarti kontak seksual dengan penetrasi
vaginal, anal, atau oral antara dua individu. Risiko tertinggi adalah
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penetrasi vaginal atau anal yang tak terlindung dari individu yang
terinfeksi HIV. Kontak seksual oral langsung (mulut ke penis atau mulut
ke vagina) termasuk dalam kategori risiko rendah tertular HIV.
Tingkatan risiko tergantung pada jumlah virus yang ke luar dan masuk
ke dalam tubuh seseorang, seperti pada luka sayat/gores dalam mulut,
perdarahan gusi, dan atau penyakit gigi mulut atau pada alat genital.

. Pajanan oleh darah, produk darah, atau organ dan jaringan yang
terinfeksi

Penularan dari darah dapat terjadi jika darah donor tidak ditapis (uji
saring) untuk pemeriksaan HIV, penggunaan ulang jarum dan semprit
suntikan, atau penggunaan alat medik lainnya yang dapat menembus
kulit. Kejadian di atas dapat terjadi pada semua pelayanan kesehatan,
seperti rumah sakit, poliklinik, pengobatan tradisional melalui alat
penusuk/jarum, juga pada pengguna napza suntik (penasun). Pajanan
HIV pada organ dapat juga terjadi pada proses transplantasi
jaringan/organ di fasilitas pelayanan kesehatan.

. Penularan dari ibu ke anak

Lebih dari 90% anak yang terinfeksi HIV didapat dari ibunya. Virus
dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya selama
hamil, saat persalinan dan menyusui. Tanpa pengobatan yang tepat dan
dini, setengah dari anak yang terinfeksi tersebut akan meninggal
sebelum ulang tahun kedua.

HIV tidak ditularkan melalui bersalaman, berpelukan, bersentuhan
atau berciuman; penggunaan toilet umum, kolam renang, alat
makan atau minum secara bersama; ataupun gigitan serangga,
seperti nyamuk.

D. Faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke anak

Ada tiga faktor utama yang berpengaruh pada penularan HIV dari ibu ke

anak, yaitu faktor ibu, bayi/anak, dan tindakan obstetrik.

1. Faktor Ibu

e Jumlah virus (viral load)
Jumlah virus HIV dalam darah ibu saat menjelang atau saat
persalinan dan jumlah virus dalam air susu ibu ketika ibu menyusui
bayinya sangat mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke anak.
Risiko penularan HIV menjadi sangat kecil jika kadar HIV rendah
(kurang dari 1.000 kopi/ml) dan sebaliknya jika kadar HIV di atas
100.000 kopi/ml.
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Jumlah sel CD4

Ibu dengan jumlah sel CD4 rendah lebih berisiko menularkan HIV ke
bayinya. Semakin rendah jumlah sel CD4 risiko penularan HIV
semakin besar.

Status gizi selama hamil

Berat badan rendah serta kekurangan vitamin dan mineral selama
hamil meningkatkan risiko ibu untuk menderita penyakit infeksi yang
dapat meningkatkan jumlah virus dan risiko penularan HIV ke bayi.

Penyakit infeksi selama hamil

Penyakit infeksi seperti sifilis, Infeksi Menular Seksual, infeksi
saluran reproduksi lainnya, malaria, dan tuberkulosis, berisiko
meningkatkan jumlah virus dan risiko penularan HIV ke bayi.

Gangguan pada payudara

Gangguan pada payudara ibu dan penyakit lain, seperti mastitis,
abses, dan luka di puting payudara dapat meningkatkan risiko
penularan HIV melalui ASI.

. Faktor Bayi

Usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir

Bayi lahir prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) lebih
rentan tertular HIV karena sistem organ dan sistem kekebalan
tubuhnya belum berkembang dengan baik.

Periode pemberian ASI
Semakin lama ibu menyusui, risiko penularan HIV ke bayi akan
semakin besar.

Adanya luka di mulut bayi
Bayi dengan luka di mulutnya lebih berisiko tertular HIV ketika
diberikan ASI.

. Faktor obstetrik

Pada saat persalinan, bayi terpapar darah dan lendir ibu di jalan lahir.
Faktor obstetrik yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu
ke anak selama persalinan adalah:

Jenis persalinan
Risiko penularan persalinan per vaginam lebih besar daripada
persalinan melalui bedah sesar (sectio caesaria).

Lama persalinan

Semakin lama proses persalinan berlangsung, risiko penularan HIV
dari ibu ke anak semakin tinggi, karena semakin lama terjadinya
kontak antara bayi dengan darah dan lendir ibu.

Ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan meningkatkan
risiko penularan hingga dua kali lipat dibandingkan jika ketuban
pecah kurang dari 4 jam.
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e Tindakan episiotomi, ekstraksi vakum dan forseps meningkatkan
risiko penularan HIV karena berpotensi melukai ibu atau bayi.

Tabel 1. Faktor yang berperan dalam penularan HIV dari ibu ke bayi

Faktor ibu Faktor bayi Faktor obstetrik

e Kadar HIV (viral e Prematuritas dan e Jenis persalinan

load) berat bayi saat e Lama persalinan
e Kadar CD4 lahir e Adanya ketuban
e Status gizi saat e Lama menyusu pecah dini

hamil e Luka di mulut e Tindakan
e Penyakit infeksi bayi (jika bayi episiotomi,

saat hamil menyusu) ekstraksi vakum
e Masalah di dan forseps

payudara (jika

menyusui)

E. Waktu dan Risiko Penularan HIV dari Ibu ke Anak

Pada saat hamil, sirkulasi darah janin dan sirkulasi darah ibu dipisahkan
oleh beberapa lapis sel yang terdapat di plasenta. Plasenta melindungi janin
dari infeksi HIV. Tetapi, jika terjadi peradangan, infeksi ataupun kerusakan
pada plasenta, maka HIV bisa menembus plasenta, sehingga terjadi
penularan HIV dari ibu ke anak.

Penularan HIV dari ibu ke anak pada umumnya terjadi pada saat
persalinan dan pada saat menyusui. Risiko penularan HIV pada ibu yang
tidak mendapatkan penanganan PPIA saat hamil diperkirakan sekitar 15-
45%. Risiko penularan 15-30% terjadi pada saat hamil dan bersalin,
sedangkan peningkatan risiko transmisi HIV sebesar 10-20% dapat terjadi
pada masa nifas dan menyusui (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Waktu dan Risiko Penularan HIV dari Ibu ke Anak

Waktu Risiko

Selama hamil 5-10%
Bersalin 10 — 20%
Menyusui (ASI) 5-20%

Risiko penularan keseluruhan 20 - 50%
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Apabila ibu tidak menyusui bayinya, risiko penularan HIV menjadi 20-30%
dan akan berkurang jika ibu mendapatkan pengobatan ARV. Pemberian
ARV jangka pendek dan ASI eksklusif memiliki risiko penularan HIV
sebesar 15-25% dan risiko penularan sebesar 5-15% apabila ibu tidak
menyusui (PASI). Akan tetapi, dengan terapi antiretroviral (ART) jangka
panjang, risiko penularan HIV dari ibu ke anak dapat diturunkan lagi
hingga 1-5%, dan ibu yang menyusui secara eksklusif memiliki risiko yang
sama untuk menularkan HIV ke anaknya dibandingkan dengan ibu yang
tidak menyusui (De Cock KM, Fowler MG, Mercier E, et al. JAMA 2000;
283:1175-82). Dengan pelayanan PPIA yang baik, maka tingkat penularan
dapat diturunkan menjadi kurang dari 2%.

Masa kehamilan Persalinan Post partum melalui ASI
0-14 mg I 14-36 mg Lﬁﬁ,mgnlp;i'gmgn I 0-6 bin I 6-24 bin
1% 4% 12% 8% 7% 3%

Gambar 4. Risiko Penularan HIV dari Ibu ke Anak saat hamil, bersalin
dan menyusui

Dengan pengobatan ARV jangka panjang, teratur dan disiplin,
penularan HIV dari ibu ke anak bisa diturunkan hingga 2%.
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BAB III
PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak dilaksanakan melalui kegiatan
komprehensif yang meliputi empat pilar (4 prong), yaitu:

1. Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49
tahun)

2. Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV
positif

3. Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya

4. Dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan selanjutnya
kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya

A. Prong 1: Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi

Langkah dini yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penularan HIV
pada anak adalah dengan mencegah penularan HIV pada perempuan usia
reproduksi 15-49 tahun (pencegahan primer). Pencegahan primer bertujuan
mencegah penularan HIV dari ibu ke anak secara dini, yaitu baik sebelum
terjadinya perilaku hubungan seksual berisiko atau bila terjadi perilaku
seksual berisiko maka penularan masih bisa dicegah, termasuk mencegah
ibu dan ibu hamil agar tidak tertular oleh pasangannya yang terinfeksi HIV.

Upaya pencegahan ini tentunya harus dilakukan dengan penyuluhan dan
penjelasan yang benar terkait penyakit HIV dan AIDS, dan penyakit IMS
dan di dalam koridor kesehatan reproduksi. Isi pesan yang disampaikan
tentunya harus memperhatikan usia, norma, dan adat istiadat setempat,
sehingga proses edukasi termasuk peningkatan pengetahuan komprehensif
terkait HIV dan AIDS dikalangan remaja semakin baik.

Untuk menghindari perilaku seksual yang berisiko upaya mencegah
penularan HIV menggunakan strategi “ABCD”, yaitu:

e A (Abstinence), artinya Absen seks atau tidak melakukan hubungan seks
bagi orang yang belum menikah;

e B (Be Faithful), artinya Bersikap saling setia kepada satu pasangan seks
(tidak berganti-ganti pasangan);

e C (Condom), artinya Cegah penularan HIV melalui hubungan seksual
dengan menggunakan kondom;

e D (Drug No), artinya Dilarang menggunakan narkoba.
Kegiatan yang dapat dilakukan pada pencegahan primer antara lain:

1. Menyebarluaskan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang HIV
dan AIDS dan Kesehatan Reproduksi, baik secara individu maupun
kelompok, untuk:
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a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara menghindari
penularan HIV dan IMS

b. Menjelaskan manfaat mengetahui status atau tes HIV sedini mungkin

c. Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang tata laksana
ODHA perempuan

d. Meningkatkan keterlibatan aktif keluarga dan komunitas untuk
meningkatkan pengetahuan komprehensif HIV dan IMS

Sebaiknya, pesan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak juga
disampaikan kepada remaja, sehingga mereka mengetahui cara agar
tidak terinfeksi HIV.

Informasi tentang Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak juga
penting disampaikan kepada masyarakat luas sehingga dukungan
masyarakat kepada ibu dengan HIV dan keluarganya semakin kuat.

. Mobilisasi masyarakat

a. Melibatkan petugas lapangan (seperti kader kesehatan/PKK, Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), atau posyandu) sebagai
pemberi informasi pencegahan HIV dan IMS kepada masyarakat dan
untuk membantu klien mendapatkan akses layanan kesehatan

b. Menjelaskan tentang cara pengurangan risiko penularan HIV dan
IMS, termasuk melalui penggunaan kondom dan alat suntik steril

c. Melibatkan komunitas, kelompok dukungan sebaya, tokoh agama
dan tokoh masyarakat dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi

. Layanan tes HIV

Konseling dan tes HIV dilakukan melalui pendekatan Konseling dan Tes
atas Inisiasi Petugas Kesehatan (TIPK) dan Konseling dan Tes Sukarela
(KTS), yang merupakan komponen penting dalam upaya Pencegahan
Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Cara untuk mengetahui status HIV
seseorang adalah melalui tes darah. Prosedur pelaksanaan tes darah
dilakukan dengan memperhatikan 3 C yaitu Counselling, Confidentiality,
dan informed consent.

Jika status HIV ibu sudah diketahui,

a. HIV positif: lakukan intervensi PPIA komprehensif agar ibu tidak
menularkan HIV kepada bayi yang dikandungnya

b. HIV negatif: lakukan konseling tentang cara menjaga agar tetap HIV
negatif

Layanan konseling dan tes HIV diintegrasikan dengan pelayanan KIA

sesuai dengan strategi Layanan Komprehensif Berkesinambungan, agar:

a. Konseling dan tes HIV dapat ditawarkan kepada semua ibu hamil
dalam paket pelayanan ANC terpadu, sehingga akan mengurangi
stigma terhadap HIV dan AIDS;
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b. Layanan konseling dan tes HIV di layanan KIA akan menjangkau
banyak ibu hamil, sehingga pencegahan penularan ibu ke anaknya
dapat dilakukan lebih awal dan sedini mungkin.

c. Penyampaian informasi dan tes HIV dapat dilakukan oleh semua
petugas di fasilitas pelayanan kesehatan kepada semua ibu hamil
dalam paket pelayanan ANC terpadu, sehingga akan mengurangi
stigma terhadap HIV dan AIDS.

d. Pelaksanaan konseling dan tes HIV mengikuti Pedoman Konseling
dan Tes HIV, petugas wajib menawarkan tes HIV dan melakukan
pemeriksaan IMS, termasuk tes sifilis, kepada semua ibu hamil
mulai kunjungan antenatal pertama bersama dengan pemeriksaan
laboratorium lain untuk ibu hamil (inklusif dalam paket pelayanan
ANC terpadu).

e. Tes HIV ditawarkan juga bagi pasangan laki-laki perempuan dan ibu
hamil yang dites (couple conselling);

f. Di setiap jenjang layanan kesehatan yang memberikan layanan PPIA
dalam paket pelayanan KIA, harus ada petugas yang mampu
melakukan konseling dan tes HIV;

g. Di layanan KIA, konseling pasca tes bagi perempuan HIV negatif
difokuskan pada informasi dan bimbingan agar klien tetap HIV
negatif selama kehamilan, menyusui dan seterusnya;

h. Konseling penyampaian hasil tes bagi perempuan atau ibu hamil
yang HIV positif juga memberikan kesempatan untuk dilakukan
konseling berpasangan dan penawaran tes HIV bagi pasangan laki-
laki;

i. Pada setiap jenjang pelayanan kesehatan, aspek kerahasiaan ibu

hamil ketika mengikuti proses konseling sebelum dan sesudah tes
HIV harus terjamin;

j- Menjalankan konseling dan tes HIV di klinik KIA Dberarti
mengintegrasikan juga program HIV dan AIDS dengan layanan
lainnya, seperti pemeriksaan rutin untuk IMS, pengobatan IMS,
layanan kesehatan reproduksi, pemberian gizi tambahan, dan
keluarga berencana,;

k. Upaya pengobatan IMS menjadi satu paket dengan pemberian
kondom sebagai bagian dari upaya pencegahan.

4. Dukungan untuk perempuan yang HIV negatif

a. Ibu hamil yang hasil tesnya HIV negatif perlu didukung agar status
dirinya tetap HIV negatif;

b. Menganjurkan agar pasangannya menjalani tes HIV;
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c. Membuat pelayanan KIA yang bersahabat untuk pria, sehingga
mudah dan dapat diakses oleh suami/pasangan ibu hamil;

d. Mengadakan kegiatan konseling berpasangan pada saat kunjungan
ke layanan KIA;

e. Peningkatan pemahaman tentang dampak HIV pada ibu hamil, dan
mendorong dialog yang lebih terbuka antara suami dan istri/
pasangannya tentang perilaku seksual yang aman;

f. Memberikan informasi kepada pasangan laki-laki atau suami bahwa
dengan melakukan hubungan seksual yang tidak aman, dapat
berakibat pada kematian calon bayi, istri dan dirinya sendiri;

g. Menyampaikan informasi kepada pasangan laki-laki atau suami
tentang pentingnya memakai kondom untuk mencegah penularan
HIV.

B. Prong 2: Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada
perempuan dengan HIV

Perempuan dengan HIV berpotensi menularkan virus kepada bayi yang
dikandungnya jika hamil.Karena itu, ODHA perempuan disarankan untuk
mendapatkan akses layanan yang menyediakan informasi dan sarana
kontrasepsi yang aman dan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak
direncanakan. Konseling yang berkualitas,penggunaan alat kontrasepsi
yang aman dan efektif serta penggunaan kondom secara konsisten akan
membantu perempuan dengan HIV agar melakukan hubungan seksual
yang aman, serta menghindari terjadinya kehamilan yang tidak
direncanakan. Perlu diingat bahwa infeksi HIV bukan merupakan indikasi
aborsi.

e Perempuan dengan HIV yang tidak ingin hamil dapat menggunakan
kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya dan disertai penggunaan
kondom untuk mencegah penularan HIV dan IMS.

e Perempuan dengan HIV yang memutuskan untuk tidak mempunyai
anak lagi disarankan untuk menggunakan kontrasepsi mantap dan
tetap menggunakan kondom.

Kontrasepsi untuk perempuan yang terinfeksi HIV:
e Menunda kehamilan: kontrasepsi jangka panjang + kondom

e Tidak mau punya anak lagi: kontrasepsi mantap + kondom

Sejalan dengan kemajuan pengobatan HIV dan intervensi PPIA, ibu dengan
HIV dapat merencanakan kehamilannya dan diupayakan agar bayinya
tidak terinfeksi HIV. Petugas kesehatan harus memberikan informasi yang
lengkap tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, terkait
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kemungkinan terjadinya penularan, peluang anak untuk tidak terinfeksi
HIV. Dalam konseling perlu juga disampaikan bahwa perempuan dengan
HIV yang belum terindikasi untuk terapi ARV bila memutuskan untuk
hamil akan menerima ARV seumur hidupnya. Jika ibu sudah
mendapatkan terapi ARV, jumlah virus HIV di tubuhnya menjadi sangat
rendah (tidak terdeteksi), sehingga risiko penularan HIV dari ibu ke
anak menjadi kecil, artinya, ia mempunyai peluang besar untuk memiliki
anak HIV negatif. Ibu dengan HIV berhak menentukan keputusannya
sendiri atau setelah berdiskusi dengan pasangan, suami atau keluarganya.
Perlu selalu diingatkan walau ibu/pasangannya sudah mendapatkan ARV
demikian penggunaan kondom harus tetap dilakukan setiap hubungan
seksual untuk pencegahan penularan HIV pada pasangannya.

Beberapa kegiatan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan
pada ibu dengan HIV antara lain:

e Mengadakan KIE tentang HIV dan AIDS dan perilaku seks aman;
e Menjalankan konseling dan tes HIV untuk pasangan;

e Melakukan upaya pencegahan dan pengobatan IMS;

e Melakukan promosi penggunaan kondom;

e Memberikan konseling pada perempuan dengan HIV untuk ikut KB
dengan menggunakan metode kontrasepsi dan cara yang tepat;

e Memberikan konseling dan memfasilitasi perempuan dengan HIV
yang ingin merencanakan kehamilan.

. Prong 3: Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi

yang dikandungnya

Strategi pencegahan penularan HIV pada ibu hamil yang telah terinfeksi
HIV ini merupakan inti dari kegiatan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke
Anak. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang komprehensif mencakup
kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan ANC terpadu termasuk penawaran dan tes HIV;
Diagnosis HIV

Pemberian terapi antiretroviral,

Persalinan yang aman;

Tata laksana pemberian makanan bagi bayi dan anak;

Menunda dan mengatur kehamilan;

N gk b

Pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksazol pada anak;
8. Pemeriksaan diagnostik HIV pada anak.

Semua jenis kegiatan di atas akan mencapai hasil yang efektif jika
dijalankan secara berkesinambungan. Kombinasi kegiatan tersebut
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merupakan strategi yang paling efektif untuk mengidentifikasi perempuan
yang terinfeksi HIV serta mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anak
pada periode kehamilan, persalinan dan pasca kelahiran.

Pelayanan KIA yang komprehensif meliputi pelayanan pra persalinan dan
pasca persalinan, serta layanan kesehatan anak. Pelayanan KIA bisa
menjadi pintu masuk upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak
bagi seorang ibu hamil. Pemberian informasi pada ibu hamil dan suaminya
ketika datang ke klinik KIA akan meningkatkan kesadaran dan
kewaspadaan mereka tentang kemungkinan adanya risiko penularan HIV di
antara mereka, termasuk risiko lanjutan berupa penularan HIV dari ibu ke
anak. Tes HIV atas inisiatif petugas serta skrining IMS harus ditawarkan
kepada semua ibu hamil sesuai kebijakan program. Harapannya, dengan
kesadaran sendiri ibu mau dites dengan sukarela.

Konseling dan tes HIV dalam PPIA komprehensif dilakukan melalui
pendekatan Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas Kesehatan (TIPK),
yang merupakan komponen penting dalam upaya Pencegahan Penularan
HIV dari Ibu ke Anak. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membuat
keputusan klinis dan/atau menentukan pelayanan medis khusus yang
tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengetahui status HIV seseorang,
seperti pada saat pemberian ARV. Apabila seseorang yang datang ke
layanan kesehatan dan menunjukan adanya gejala yang mengarah ke HIV,
tanggung jawab dasar dari petugas kesehatan adalah menawarkan tes dan
konseling HIV kepada pasien tersebut sebagai bagian dari tata laksana
klinis.

Berbagai bentuk layanan di klinik KIA, seperti imunisasi untuk ibu,
pemeriksaan IMS terutama sifilis, pemberian suplemen zat besi dapat
meningkatkan status kesehatan semua ibu hamil, termasuk ibu hamil
dengan HIV. Hendaknya klinik KIA juga menjangkau dan melayani suami
atau pasangannya, sehingga timbul keterlibatan aktif para suami/
pasangannya dalam upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak.
Upaya pencegahan IMS, termasuk penggunaan kondom, merupakan bagian
pelayanan IMS dan HIV serta diintegrasikan dalam pelayanan KIA.

1. Layanan ANC terpadu termasuk penawaran dan tes HIV

Pelayanan tes HIV merupakan upaya membuka akses bagi ibu hamil
untuk mengetahui status HIV, sehingga dapat melakukan upaya untuk
mencegah penularan HIV ke bayinya, memperoleh pengobatan ARV
sedini mungkin, dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan
tentang HIV dan AIDS.

2. Diagnosis HIV

Pemeriksaan diagnostik infeksi HIV dapat dilakukan secara virologis
(mendeteksi antigen DNA atau RNA) dan serologis (mendeteksi antibodi
HIV) pada spesimen darah. Pemeriksaan diagnostik infeksi HIV yang
dilakukan di Indonesia umumnya adalah pemeriksaan serologis
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menggunakan tes cepat (Rapid Test HIV) atau ELISA. Pemeriksaan
diagnostik tersebut dilakukan secara serial dengan menggunakan tiga
reagen HIV yang berbeda dalam hal preparasi antigen, prinsip tes, dan
jenis antigen, yang memenuhi kriteria sensitivitas dan spesifitas. Hasil
pemeriksaan dinyatakan reaktif jika hasil tes dengan reagen 1 (Al),
reagen 2 (A2), dan reagen 3 (A3) ketiganya positif (Strategi 3). Pemilihan
jenis reagen yang digunakan berdasarkan sensitivitas dan spesifisitas,
merujuk pada Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pemeriksa
HIV dan Infeksi Oportunistik, Kementerian Kesehatan (SK Menkes Nomor
241 /Menkes/SK/IV/2006).

Untuk ibu hamil dengan faktor risiko yang hasil tesnya indeterminate,
tes diagnostik HIV dapat diulang dengan bahan baru yang diambil
minimal 14 hari setelah yang pertama dan setidaknya tes ulang
menjelang persalinan (32-36 minggu).
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Gambar 5. Alur diagnosis HIV (strategi III)

3. Pemberian Terapi Antiretroviral

Sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV
dan AIDS, namun dengan terapi antiretroviral, jumlah virus di dalam
tubuh dapat ditekan sangat rendah, sehingga ODHA dapat tetap

hidup layaknya orang sehat.
Terapi ARV bertujuan untuk:

e Mengurangi laju penularan HIV di masyarakat,

e Menurunkan angka kesakitan dan kematian yang berhubungan

dengan HIV,
e Memperbaiki kualitas hidup ODHA,
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¢ Memulihkan dan memelihara fungsi kekebalan tubuh, dan
e Menekan replikasi virus secara maksimal.

Cara paling efektif untuk menekan replikasi HIV adalah dengan
memulai pengobatan dengan kombinasi ARV yang efektif. Semua
obat yang dipakai harus dimulai pada saat yang bersamaan pada
pasien baru. Terapi kombinasi ARV harus menggunakan dosis dan
jadwal yang tepat. Obat ARV harus diminum terus menerus secara
teratur untuk menghindari timbulnya resistensi. Diperlukan peran
serta aktif pasien dan pendamping/keluarga dalam terapi ARV. Di
samping ARV, timbulnya infeksi oportunistik harus mendapat
perhatian dan tata laksana yang sesuai.

Pemberian terapi antiretroviral (ART) untuk ibu hamil dengan HIV
mengikuti Pedoman Tata laksana Klinis dan Terapi Antiretroviral pada
Orang Dewasa, Kementerian Kesehatan (2011). Penentuan saat yang
tepat untuk memulai terapi obat antiretroviral (ARV) pada ODHA
dewasa didasarkan pada kondisi klinis pasien (stadium klinis WHO)
atau hasil pemeriksaan CD4. Namun pada ibu hamil, pasien TB dan
penderita Hepatitis B kronik aktif yang terinfeksi HIV, pengobatan
ARV dapat dimulai pada stadium klinis apapun atau tanpa
menunggu hasil pemeriksaan CD4. Pemeriksaan CD4 tetap
diperlukan untuk pemantauan pengobatan.

Pemberian ARV pada ibu hamil dengan HIV selain dapat mengurangi
risiko penularan HIV dari ibu ke anak, adalah untuk mengoptimalkan
kondisi kesehatan ibu dengan cara menurunkan kadar HIV serendah
mungkin.

Pilihan terapi yang direkomendasikan untuk ibu hamil dengan HIV
adalah terapi menggunakan kombinasi tiga obat (2 NRTI + 1 NNRTI).
Seminimal mungkin hindari triple nuke (3 NRTI). Regimen yang
direkomendasikan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Saat yang tepat untuk memulai pengobatan ARV pada
ibu hamil

Populasi Pedoman Tata laksana dan
Target Pemberian ARV (2011)

Pasien CD4 <350 sel/mm?3
naive HIV+
asimtomatik
Pasien Stadium 2 dengan CD4 <350
naive HIV+ sel/mm?3 atau
dengan Stadium 3 atau 4 tanpa

gejala memandang nilai CD4-nya
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Populasi Pedoman Tata laksana dan

Target Pemberian ARV (2011)

Ibu hamil ARV dapat diberikan mulai
pada usia kehamilan =214
minggu, tanpa melihat stadium
klinis dan jumlah CD4.

Jika usia kehamilan <14
minggu, namun stadium klinis
2,3,4 atau jumlah CD4 <350
mm3, ARV dapat segera
diberikan.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa pemberian ARV kepada ibu
selama hamil dan dilanjutkan selama menyusui adalah intervensi
PPIA yang paling efektif untuk kesehatan ibu dan juga mampu
mengurangi risiko penularan HIV dan kematian bayi.

Pemberian ARV untuk ibu hamil dengan HIV mengikuti Pedoman
Tata laksana Klinis dan Terapi Antiretroviral pada Orang Dewasa,
Kementerian Kesehatan (2011).Pemberian ARV disesuaikan dengan
kondisi klinis ibu (lihat Tabel 4) dan mengikuti ketentuan sebagai
berikut:

Ibu hamil merupakan indikasi pemberian ARV.

Untuk perempuan yang status HIV-nya diketahui sebelum
hamilan, dan pasien sudah mendapatkan ART, maka saat hamil
ART tetap diteruskan dengan regimen yang sama seperti saat
sebelum hamil.

Untuk ibu hamil yang status HIV-nya diketahui sebelum umur
kehamilannya 14 minggu, jika ada indikasi dapat diberikan ART.
Namun jika tidak ada indikasi, pemberian ART ditunggu hingga
umur kehamilannya 14 minggu. Regimen ART yang diberikan
sesuai dengan kondisi klinis ibu.

Untuk ibu hamil yang status HIV-nya diketahui pada umur
kehamilan > 14 minggu, segera diberikan ART berapapun nilai
CD4 dan stadium klinisnya. Regimen ART yang diberikan sesuai
dengan kondisi klinis ibu.

Untuk ibu hamil yang status HIV-nya diketahui sesaat menjelang
persalinan, segera diberikan ART sesuai kondisi klinis ibu. Pilihan
kombinasi regimen ART sama dengan ibu hamil yang lain.
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Tabel 4. Rekomendasi ART pada ibu hamil dan ARV profilaksis

pada bayi

Situasi Klinis

Rekomendasi pengobatan

(paduan untuk ibu)

ODHA sedang
terapi ARV,
kemudian hamil

Lanjutkan paduan (ganti
dengan NVP atau golongan PI
jika sedang menggunakan
EFV pada trimester I)
Lanjutkan dengan paduan
ARV yang sama selama dan
sesudah persalinan

ODHA hamil
dengan jumlah

Mulai ARV pada minggu ke-
14 kehamilan

dalam stadium e Paduan sebagai berikut:
klinis 1 atau v AZT + 3TC + NVP* atau
jumlah CD4 v TDF + 3TC (atau FTC) +
>350/mm3dan NVP*
belum terapi v' AZT + 3TC + EFV** atau
ARV v" TDF + 3TC (atau FTC) +

EF *k
ODHA hamil e Segera mulai terapi ARV
dengan jumlah dengan paduan seperti pada

CD4 <350/mm?
atau stadium

butir 2

klinis 2,3,4

ODHA hamil e OATtetap diberikan

dengan e Paduan untuk ibu, bila
tuberkulosis pengobatan mulai trimester
aktif II dan III:

AZT (TDF) + 3TC + EFV

Ibu hamil dalam
masa
persalinan dan
status HIV tidak
diketahui

Tawarkan tes HIV dalam
masa persalinan; atau tes
setelah persalinan

Jika hasil tes reaktif, dapat
diberikan paduan pada butir
2

ODHA datang
pada masa
persalinan dan
belum
mendapat terapi
ARV

Paduan pada butir 2
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Profilaksis ARV untuk Bayi

AZT(zidovudine) 4 mg/KgBB, 2X/hari, mulai hari ke-1
hingga 6 minggu

Keterangan:

*  Penggunaan Nevirapin (NVP) pada perempuan dengan CD4 >250
sel/mm3 atau yang tidak diketahui jumlah CD4-nya dapat
menimbulkan reaksi hipersensitif berat

** Efavirens tidak boleh diberikan pada ODHA hamil trimester 1
karena teratogenik

Pemerintah menyediakan ARV untuk ibu hamil sebagai upaya untuk
mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anak, termasuk untuk
tujuan pengobatan jangka panjang.

Perempuan HIV positif

Tidak hamil Hamil
< 14 minggu = 14 minggu
Stadium klinis 1 Stadium klinis
atau jumlah 2.3.4, atau jumlah
CD4 =350 mm? CD4 =350 mm?
v y L
Terapi sesuai Tunda ART s.d. Mulai terapi ARV
kriteria ART usia kehamilan
dewasa 14 minggu

Gambar 6. Alur pemberian terapi antiretroviral pada ibu hamil

4. Persalinan aman

Pemilihan persalinan yang aman diputuskan oleh ibu setelah
mendapatkan konseling lengkap tentang pilihan persalinan, risiko
penularan, dan berdasarkan penilaian dari tenaga kesehatan. Pilihan
persalinan meliputi persalinan per vaginam dan per abdominam
(bedah sesar atau seksio sesarea).

Dalam konseling perlu disampaikan mengenai manfaat terapi ARV
sebagai cara terbaik mencegah penularan HIV dari ibu ke anak.
Dengan terapi ARV yang sekurangnya dimulai pada minggu ke-14
kehamilan, persalinan per vaginam merupakan persalinan yang
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aman. Apabila tersedia fasilitas pemeriksaan viral load, dengan viral
load< 1.000 kopi/uL, persalinan per vaginam aman untuk dilakukan.

Persalinan bedah sesar hanya boleh didasarkan atas indikasi
obstetrik atau jika pemberian ARV baru dimulai pada saat usia
kehamilan 36 minggu atau lebih, sehingga diperkirakan viral load >
1.000 kopi/uL.

Tabel 5. Pilihan persalinan

Persalinan per vaginam Persalinan per abdominam

Syarat: Syarat:
e Pemberian ARV mulai e Ada indikasi obstetrik; dan
pada < 14 minggu (ART e VL >1.000 kopi/uL atau
> 6 bulan); atau e Pemberian ARV dimulai pada
e VL <1.000 kopi/uL usia kehamilan > 36 minggu

Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa bedah sesar akan
mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke bayi hingga sebesar 2%-—
4%, namun perlu dipertimbangkan:

a. Faktor keamanan ibu pasca bedah sesar. Sebuah penelitian
menyebutkan bahwa komplikasi minor dari operasi bedah sesar
seperti endometritis, infeksi luka dan infeksi saluran kemih lebih
banyak terjadi pada ODHA dibandingkan non-ODHA. Namun tidak
terdapat perbedaan bermakna antara ODHA dan bukan ODHA
terhadap risiko terjadinya komplikasi mayor seperti pneumonia,
efusi pleura ataupun sepsis.

b. Fasilitas pelayanan kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan,
apakah memungkinkan untuk dilakukan bedah sesar atau tidak.

c. Biaya bedah sesar yang relatif mahal.

Dengan demikian, untuk memberikan layanan persalinan yang
optimal kepada ibu hamil dengan HIV direkomendasikan kondisi-
kondisi berikut ini:

e Pelaksanaan persalinan, baik secara bedah sesar maupun normal,
harus memperhatikan kondisi fisik dan indikasi obstetri ibu
berdasarkan penilaian dari tenaga kesehatan. Infeksi HIV bukan
merupakan indikasi untuk bedah sesar.

e Ibu hamil harus mendapatkan konseling sehubungan dengan
keputusannya untuk menjalani persalinan per vaginam atau pun
per abdominam (bedah sesar).

e Tindakan menolong persalinan ibu hamil, baik secara persalinan
per vaginam maupun bedah sesar harus selalu menerapkan
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kewaspadaan standar, yang berlaku untuk semua jenis
persalinan dan tindakan medis.

Proses persalinan aman selain untuk mencegah penularan HIV dari
ibu ke anaknya, juga mencakup keamanan bekerja bagi tenaga
kesehatan penolong persalinan (bidan dan dokter). Risiko penularan
HIV akibat tertusuk jarum suntik sangat kecil (<0,3%). Petugas yang
mengalami pajanan HIV di tempat kerja dapat menerima terapi
antiretroviral (ARV) untuk Pencegahan Pasca Pajanan (PPP atau PEP,
Post Exposure Prophylaxis).

Beberapa hal tentang PPP:

e Waktu yang terbaik adalah diberikan kurang dari 4 jam dan
maksimal dalam 48-72 jam setelah kejadian.

e Paduan yang dianjurkan adalah AZT + 3TC + EFV atau AZT +
3TC + LPV/r (Lopinavir/Ritonavir).

e Nevirapine (NVP) tidak digunakan untuk PPP.
e ARV untuk PEP diberikan selama 1 bulan.
e Perlu dilakukan tes HIV sebelum memulai PPP.

e ARV tidak diberikan untuk tujuan PPP jika tes HIV menunjukkan
hasil reaktif (karena berarti yang terpajan sudah HIV positif
sebelum kejadian); pada kasus ini, pemberian ARV mengikuti
kriteria terapi ARV pada dewasa.

e Perlu dilakukan pemantauan efek samping dari obat ARV yang
diminum.

e Perlu dilakukan tes HIV ulangan pada bulan ke 3 dan 6 setelah
pemberian PPP.

Pada kasus kecelakaan kerja pada petugas yang menderita hepatitis
B maka PPP yang digunakan sebaiknya mengandung TDF/3TC untuk
mencegah terjadinya hepatic flare.

. Tata laksana pemberian makanan bagi bayi/anak

Pemilihan makanan bayi harus didahului dengan konseling tentang
risiko penularan HIV melalui ASI. Konseling diberikan sejak
perawatan antenatal atau sebelum persalinan. Pengambilan
keputusan oleh ibu dilakukan setelah mendapat informasi secara
lengkap. Pilihan apapun yang diambil oleh ibu harus didukung.

Ibu dengan HIV yang sudah dalam terapi ARV memiliki kadar HIV
sangat rendah, sehingga aman untuk menyusui bayinya. Dalam
Pedoman HIV dan Infant Feeding (2010), World Health Organization
(WHO) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan
untuk bayi lahir dari ibu yang HIV dan sudah dalam terapi ARV
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untuk kelangsungan hidup anak (HIV-free and child survival).
Eksklusif artinya hanya diberikan ASI saja, tidak boleh dicampur
dengan susu lain (mixed feeding). Setelah bayi berusia 6 bulan
pemberian ASI dapat diteruskan hingga bayi berusia 12 bulan,
disertai dengan pemberian makanan padat.

Bila ibu tidak dapat memberikan ASI eksklusif, maka ASI harus
dihentikan dan digantikan dengan susu formula untuk menghindari
mixed feeding (Tabel 7).

Tabel 6. Perbandingan risiko penularan HIV dari ibu ke anak
pada pemberian ASI eksklusif, susu formula, dan mixed feeding

ASI eksklusif Susu formula Mixed feeding

5-15% 0% 24,1%

Beberapa studi menunjukkan pemberian susu formula memiliki
risiko minimal untuk penularan HIV dari ibu ke bayi, sehingga susu
formula diyakini sebagai cara pemberian makanan yang paling aman.
Namun, penyediaan dan pemberian susu formula memerlukan akses
ketersediaan air bersih dan botol susu yang bersih, yang di banyak
negara berkembang dan beberapa daerah di Indonesia persyaratan
tersebut sulit dijalankan. Selain itu, keterbatasan kemampuan
keluarga di Indonesia untuk membeli susu formula dan adanya
norma sosial tertentu di masyarakat mengharuskan ibu menyusui
bayinya.

Sangat tidak dianjurkan menyusui campur (mixed feeding, artinya
diberikan ASI dan PASI bergantian). Pemberian susu formula yang
bagi dinding usus bayi merupakan benda asing dapat menimbulkan
perubahan mukosa dinding wusus, sehingga mempermudah
masuknya HIV yang ada di dalam ASI ke peredaran darah.

Ibu hamil dengan HIV perlu mendapatkan informasi dan edukasi
untuk membantu mereka membuat keputusan apakah ingin
memberikan ASI eksklusif atau susu formula kepada bayinya. Mereka
butuh bantuan untuk menilai dan menimbang risiko penularan HIV
ke bayinya. Mereka butuh dukungan agar merasa percaya diri
dengan keputusannya dan dibimbing bagaimana memberi makanan
ke bayinya seaman mungkin. Agar mampu melakukan hal itu, tenaga
kesehatan perlu dibekali pelatihan tentang informasi dasar HIV dan
pemberian makanan untuk bayi.
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Rekomendasi untuk pemberian informasi dan edukasi, baik tentang
pemberian makanan bayi dalam Pencegahan Penularan HIV dari Ibu
ke Anak maupun pemeliharaan kesehatan anak secara umum adalah
sebagai berikut:

a. Ibu hamil dengan HIV perlu mendapatkan konseling sehubungan
dengan keputusannya untuk menyusui atau memberikan susu
formula. Dengan adanya komunikasi dengan si ibu, petugas dapat
menggali informasi kondisi rumah ibu dan situasi keluarganya,
sehingga bisa membantu ibu untuk menentukan pilihan
pemberian makanan pada bayi yang paling tepat.

b. Petugas harus memberikan penjelasan tentang manfaat dan risiko
menyusui untuk kelangsungan hidup bayi/anak, serta pentingnya
terapi ART sebagai kunci upaya mencegah penularan HIV dari ibu
ke anaknya. Bayi yang diberi ASI dari ibu yang sudah dalam terapi
ARV dan minum obatnya secara teratur, memiliki risiko sangat
kecil untuk menularkan HIV, karena jumlah virus dalam
tubuhnya jauh berkurang. Pemberian susu pengganti ASI yang
tidak higienis berpotensi menimbulkan penyakit infeksi lain yang
mungkin mengancam kelangsungan hidup bayi.

c. Petugas harus dapat mendemonstrasikan bagaimana praktek
pemberian makanan pada bayi yang dipilih dan memberikan
brosur atau materi KIE yang bisa dibawa pulang.

d. Petugas perlu memberikan konseling dan dukungan lanjutan.

e. Saat kunjungan pasca persalinan, petugas kesehatan dapat
melakukan:

e Monitoring pengobatan ARV ibu dan profilaksis ARV bayi;
e Monitoring tumbuh kembang bayi;

e Memberikan imunisasi bayi sesuai dengan jadwal imunisasi
dasar, kecuali bila ada tanda-tanda infeksi oportunistik;

e Memberikan obat kotrimoksazol pada bayi untuk mencegah
timbulnya infeksi lain mulai pada usia 6 minggu;

e Memeriksa tanda-tanda infeksi termasuk infeksi oportunistik;

e Memeriksa praktik pemberian makanan pada bayi dan apakah
ada perubahan yang diinginkan;

e Mendiskusikan pemberian makanan selanjutnya setelah ASI
untuk bayi usia 6 — 12 bulan.

6. Mengatur kehamilan dan Keluarga Berencana

Seperti telah disebutkan pada Prong 2, semua jenis kontrasepsi yang
dipilih oleh ibu dengan HIV harus selalu disertai penggunaan kondom
untuk mencegah IMS dan HIV.
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Kontrasepsi pada ibu/perempuan HIV positif:

e Ibu yang ingin menunda atau mengatur kehamilan, dapat
menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

e Jbu yang memutuskan tidak punya anak lagi, dapat memilih
kontrasepsi mantap.

. Pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksazol pada anak

Pemberian profilaksis ARV dimulai hari pertama setelah lahir selama
6 minggu. Obat ARV yang diberikan adalah zidovudine (AZT atau
2DV) 4 mg/kgBB diberikan 2 kali sehari.

Selanjutnya anak dapat diberikan kotrimoksazol profilaksis mulai
usia 6 minggu dengan dosis 4-6 mg/kgbb, satu kali sehari, setiap
hari sampai usia 1 tahun atau sampai diagnosis HIV ditegakkan.

. Pemeriksaan diagnostik HIV pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV

Penularan HIV pada anak dapat terjadi selama masa kehamilan, saat
persalinan, dan menyusui. Antibodi HIV dari ibu dapat berpindah ke
bayi melalui plasenta selama kehamilan berada pada darah
bayi/anak hingga usia 18 bulan. Penentuan status HIV pada
bayi/anak (usia <18 bulan) dari ibu HIV tidak dapat dilakukan
dengan cara pemeriksaan diagnosis HIV (tes antibodi) biasa.
Pemeriksaan serologis anti-HIV dan pemeriksaan virologis HIV RNA
(PCR) dilakukan setelah usia 18 bulan atau dapat dilakukan lebih
awal pada usia 9-12 bulan, dengan catatan bila hasilnya positif,
maka harus diulang setelah usia 18 bulan.

Pemeriksaan virologis, seperti HIV DNA (PCR), saat ini sudah ada di
Indonesia dan dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis HIV
pada anak usia di bawah 18 bulan. Pemeriksaan tersebut harus
dilakukan minimal 2 kali dan dapat dimulai ketika bayi berusia 4-6
minggu dan perlu diulang 4 minggu kemudian. Pemeriksaan HIV
DNA (PCR) adalah pemeriksaan yang dapat menemukan virus atau
partikel virus dalam tubuh bayi dan saat ini sedang dikembangkan di
Indonesia untuk diagnosis dini HIV pada bayi (Early Infant Diagnosis,
EID).

Untuk pemeriksaan diagnosis dini HIV pada bayi ini, Kementerian
Kesehatan sedang mengembangkan laboratorium rujukan nasional
dan beberapa laboratorium rujukan regional. Spesimen darah anak
yang akan diperiksa dapat dikirimkan berupa tetes darah kering (Dry
Blood Spot, DBS) ke laboratorium tersebut. Dengan pemeriksaan
tersebut, diagnosis HIV pada anak dapat ditegakkan sedini mungkin.
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D. Prong 4: Pemberian Dukungan Psikologis, Sosial dan Perawatan
kepada Ibu dengan HIV beserta Anak dan Keluarganya

Upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak tidak berhenti setelah
ibu melahirkan. Ibu akan hidup dengan HIV di tubuhnya. la membutuhkan
dukungan psikologis, sosial dan perawatan sepanjang waktu. Hal ini
terutama karena si ibu akan menghadapi masalah stigma dan diskriminasi
masyarakat terhadap ODHA. Faktor kerahasiaan status HIV ibu sangat
penting dijaga. Dukungan juga harus diberikan kepada anak dan
keluarganya.

Beberapa hal yang mungkin dibutuhkan oleh ibu dengan HIV antara lain:
e Pengobatan ARV jangka panjang
e Pengobatan gejala penyakitnya

e Pemeriksaan kondisi kesehatan dan pemantauan terapi ARV
(termasuk CD4 dan viral load)

e Konseling dan dukungan kontrasepsi dan pengaturan kehamilan
e Informasi dan edukasi pemberian makanan bayi

e Pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik untuk diri sendiri
dan bayinya.

e Penyuluhan kepada anggota keluarga tentang cara penularan HIV
dan pencegahannya

e Layanan klinik dan rumah sakit yang bersahabat

e Kunjungan ke rumah (home visit)

¢ Dukungan teman-teman sesama HIV positif, terlebih sesama ibu
dengan HIV

e Adanya pendamping saat sedang dirawat

e Dukungan dari pasangan

e Dukungan kegiatan peningkatan ekonomi keluarga
e Dukungan perawatan dan pendidikan bagi anak

Dengan dukungan psikososial yang baik, ibu dengan HIV akan bersikap
optimis dan bersemangat mengisi kehidupannya. Diharapkan ia akan
bertindak bijak dan positif untuk senantiasa menjaga kesehatan diri dan
anaknya, serta berperilaku sehat agar tidak terjadi penularan HIV dari
dirinya ke orang lain.

Informasi tentang adanya layanan dukungan psikososial untuk ODHA ini
perlu diketahui oleh masyarakat luas, termasuk para perempuan usia
reproduktif. Diharapkan informasi ini bisa meningkatkan minat mereka
yang merasa berisiko tertular HIV untuk mengikuti konseling dan tes HIV
agar mengetahui status HIV mereka.
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Gambar 7. Alur proses ibu hamil menjalani kegiatan Prong 3 dan 4 dalam

Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak
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BAB IV
JEJARING PPIA

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS sangat memerlukan penguatan sistem
kesehatan. Beberapa aspek penting yang perlu dilakukan, antara lain
penguatan layanan IMS/kesehatan reproduksi dan pengintegrasian program
HIV dan AIDS ke layanan kesehatan yang sudah tersedia, termasuk layanan
KIA/KB, kesehatan reproduksi (PKRE), dan kesehatan remaja (PKPR).
Kementerian Kesehatan menerapkan strategi pengendalian penyakit melalui
layanan pencegahan dan pengobatan HIV dan AIDS yang komprehensif dan
berkesinambungan (disingkat LKB) dengan menerapkan keenam pilar yang
dikembangkan di tingkat kabupaten/kota. Keenam pilar tersebut terdiri atas:

1. Koordinasi dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di
setiap lini

Peran aktif komunitas termasuk ODHA dan keluarga

Layanan terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi setempat
Akses layanan terjamin

Sistem rujukan dan jejaring kerja

Paket layanan HIV komprehensif yang berkesinambungan

ok W

Komisi Penanggulangan
- AIDS ~

|5M Ormas,

Orsos, Relawan

Kelompok
Dukungan

7
~ l -,
9 COMMUNITY
ORGANIZER

Ter5|er

,I%

Gambar 8. Kerangka Kerja Layanan Komprehensif HIV dan IMS yang
Berkesinambungan (LKB)

Layanan HIV dan AIDS Komprehensif dan Berkesinambungan (LKB) adalah
penguatan layanan pada penguatan jejaring internal, yaitu hubungan antar
layanan/program di dalam satu fasyankes, dan eksternal, yakni hubungan
antar fasyankes, rujukan antar layanan, dan penguatan komponen
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masyarakat dengan kunci pengendalian dan manajemen secara komprehensif
pada tingkat kabupaten/ kota.

Komponen LKB mencakup semua bentuk layanan HIV dan IMS, seperti
kegiatan KIE untuk pengetahuan komprehensif, promosi penggunaan kondom,
pengendalian/pengenalan faktor risiko; tes HIV dan konseling; Perawatan,
Dukungan, dan Pengobatan (PDP); Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak
(PPIA); pengurangan dampak buruk napza; layanan diagnosis dan pengobatan
IMS; pencegahan penularan melalui darah donor dan produk darah lainnya;
kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta surveilans epidemiologi
di puskesmas rujukan dan non-rujukan termasuk fasilitas kesehatan lainnya,
dan rumah sakit rujukan ODHA di kabupaten/kota; dan keterlibatan aktif dari
sektor masyarakat, termasuk keluarga.

Pelaksanaan PPIA diintegrasikan ke dalam kegiatan pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak dan Keluarga Berencana (KIA/KB), dan Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) di setiap jenjang pelayanan kesehatan. Paket layanan PPIA
terdiri atas:

1. Penawaran tes HIV kepada semua ibu hamil pada saat kunjungan
perawatan antenatal (ANC)

2. Di dalam LKB harus dipastikan bahwa layanan PPIA terintegrasi pada
layanan rutin KIA terutama pemeriksaan ibu hamil untuk
memaksimalkan cakupan.

3. Perlu dikembangkan jejaring layanan tes dan konseling HIV serta
pengobatan dan dukungan perawatan ODHA dengan klinik KIA/KB,
kespro dan kesehatan remaja, serta rujukan bagi ibu HIV positif dan
anak yang dilahirkannya ke layanan komunitas untuk dukungan dalam
hal pemberian makanan bayi dengan benar, terapi profilaksis ARV dan
kotrimoksasol bagi bayi, kepatuhan minum obat ARV bagi ibu dan
bayinya, dan dukungan lanjutan bagi ibu HIV serta dukungan dalam
mengakses pemeriksaan diagnosis HIV dini bagi bayinya, dan dukungan
lanjutan bagi anak yang HIV positif.

Penerapan LKB dalam pelaksanaan PPIA adalah sebagai berikut:

Kerja sama antara sarana kesehatan dan organisasi masyarakat penting
dalam melaksanakan kegiatan PPIA komprehensif. Kerja sama tersebut akan
mengatasi kendala medis (seperti: tes HIV, ARV, CD4, viral load, persalinan
aman) serta kendala psikososial (seperti: kebutuhan dampingan, kunjungan
rumah, bimbingan perubahan perilaku dan kesulitan ekonomi keluarga
ODHA). Bentuk kerja sama yang perlu dikembangkan, antara lain
memperkuat sistem rujukan klien, memperlancar hubungan komunikasi
untuk saling berbagi informasi tentang situasi dan jenis layanan yang
diberikan dan membentuk sistem penanganan kasus secara bersama. Dengan
adanya jejaring PPIA yang baik, diharapkan akan terbentuk layanan PPIA
berkualitas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

Dalam jejaring PPIA setiap institusi memiliki peran tersendiri yang terintegrasi
dan saling berhubungan dengan institusi lainnya. Di sarana kesehatan,
pelayanan PPIA dijalankan oleh Puskesmas dan jajarannya, Rumah Sakit,
serta bidan praktek swasta. Di tingkat masyarakat, pelayanan PPIA dijalankan
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Kelompok Dukungan
Sebaya (KDS) ODHA.

Agar peran masing-masing institusi berjalan secara optimal, diperlukan
sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
pelayanan PPIA yang memadai. Untuk itu, diperlukan adanya pelatihan PPIA
yang berorientasi terhadap kebutuhan pelayanan di lapangan. Adanya Task
Shifting dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan PPIA dengan disesuaikan
pada kondisi setempat. Kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut memerlukan
dukungan dari ikatan profesi, seperti IDI, IDAI, POGI, IBI, PAPDI, PDUI, PPNI
serta ikatan profesi lainnya. lkatan profesi juga berperan meningkatkan
kinerja tenaga kesehatan untuk menjamin pemberian pelayanan yang
berkualitas, serta menjalin koordinasi antar ikatan profesi dan bermitra
dengan lainnya

Alur layanan kegiatan PPIA adalah sama dengan alur layanan komprehensif
HIV untuk ODHA, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tatalaksana kasus

spesialistik

RS Rujukan Strata ll
(Kabupaten/ Kota) Layanan
komprehensif, koordinasi,
Pemantauan Pembentukan kelompok ODHA Rujukan timbal balik
pasien dan dukungan Mentoring klinis

Layanan Strata |
(Puskesmas, Klinik)
Layanan dasar, dukungan PDP

MASYARAKAT
Layanan berbasis rumah dan masyarakat,
PMO, peer group

Gambar 9. Alur Layanan untuk ODHA

Layanan HIV dan AIDS khususnya PPIA dibagi dalam empat tingkatan (strata)
pelayanan, yaitu strata I, II, IIl dan layanan berbasis masyarakat. Strata III
biasanya dilaksanakan di tingkat Provinsi atau Nasional. Strata II atau tingkat
menengah, biasanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota. Strata I atau
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layanan dasar dilaksanakan di tingkat Puskesmas Kecamatan, Kelurahan
maupun layanan yang berbasis masyarakat.

Mekanisme hubungan antar strata layanan terutama berupa rujukan yang
merupakan rujukan timbal balik antara layanan. Rujukan meliputi rujukan
pasien, pembinaan dan rujukan sampel laboratorium. Dalam melaksanakan
rujukan, perlu dipertimbangkan segi jarak, waktu, biaya dan efisiensi. Dengan
demikian, diharapkan jaringan kerja sama yang terjalin dapat memberikan
layanan yang lebih baik kepada ODHA.
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BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PPIA

A. Monitoring Evaluasi dan Penjaminan Mutu Layanan

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan
yang dilaksanakan untuk menilai pencapaian program terhadap target atau
tujuan yang telah ditetapkan, dengan melalui pengumpulan data input,
proses dan luaran secara reguler dan terus-menerus.

Merujuk pada tujuan dari pengembangan Layanan Komprehensif HIV &
IMS berkesinambungan, maka monitoring dan evaluasi diarahkan pada
kinerja pencapaian dari tujuan tersebut. Sehingga indikator kegiatan PPIA
juga merujuk pada indikator nasional yang telah dikembangkan seperti
yang tercantum dalam target MDGs, Rencana Strategis serta pedoman
operasionalnya, seperti Pedoman Nasional Monitoring dan Evaluasi Program
Pengendalian HIV dan AIDS, 2010.

Dalam monitoring dan evaluasi tim menggunakan perangkat monev standar
sejalan dengan kegiatan monev nasional dengan menggunakan formulir
pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Pelaporan rutin yang berasal dari
fasyankes melalui sistim berjenjang mulai dari dinas kesehatan
kabupaten/kota, dinas kesehatan propinsi dan Kementerian Kesehatan.

B. Pelaporan

Hasil kegiatan pelayanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak tiap
bulan dilaporkan secara berjenjang oleh Puskesmas, Layanan Swasta dan
RSU ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi ke
Kementerian Kesehatan menggunakan format pelaporan dalam buku
Pedoman Nasional Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian HIV dan
AIDS, Kementerian Kesehatan, 2010.

Laporan di setiap layanan atau Puskesmas atau RS dibuat mulai tanggal 26
bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan sekarang. Kemudian
dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota akan merekapitulasi laporan semua layanan di
wilayahnya, kemudian melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan
melampirkan laporan dari layanan. Seterusnya, Dinas Kesehatan Provinsi
melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Di Pusat, data akan diolah,
disesuaikan dengan kebutuhan dan indikator yang telah ditentukan.

Laporan kegiatan merangkum kegiatan masing masing unit pelayanan.
Sedangkan data individu pasien disimpan di unit layanan dan menjadi
milik unit layanan. Dalam menyelenggarakan pemantauan atau monitoring
guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan sistem maka data
harus dikompilasi dan dianalisis di tingkat kabupaten/kota kemudian
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layanan sangat diperlukan.
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Gambar 10. Bagan Alur Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

Ditekankan agar
meningkatkan analisis dan penggunaan data secara lokal baik di tingkat
kabupaten/kota atau provinsi terutama dalam perencanaan. Selain itu juga
bahwa pengiriman umpan balik kepada pengirim laporan sampai ke tingkat
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BAB VI
PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak
diharapkan akses layanan dan cakupan pelayanan PPIA sebagai salah satu
upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia akan lebih luas dan lebih
komprehensif, sehingga upaya untuk mengeliminasi penularan HIV dari ibu ke
anak dapat dicapai sesuai tujuan yaitu “Menuju Titik Nol (Getting to Zero)’.
Disadari Pedoman ini perlu dilengkapi dengan pedoman teknis lainnya yang
secara rinci menjelaskan pelaksanaan di lapangan termasuk alur pencatatan
dan pelaporan secara berjenjang dari Pusat sampai fasilitas pelayanan
kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI



	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
	MENTERI KESEHATAN
	REPUBLIK INDONESIA,
	ttd
	NAFSIAH MBOI

